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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
: M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2021

NOMOR

TANGGAL : 07 Mei 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2020

SASARAN | PENANGGUNG
el STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR ECRMULUFSHE ERHIBUNOAN JAWAB
591 Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang

berkeadilan. bermanfaat dan berkepastian hukum
Jumlah peraturan perundang-undangan yang
1 | terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk
peraturan perundang-undangan
Persentase pasal peraturan perundang-undangan Jumlah pasal yang dikabulkan dalam pengujian di MK dibagi
2 | prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Total jumlah pasal dalam Undang-Undang Prakarsa
Mahkamah Konstitusi Pemerintah yang sudah putus dikali 100 %
P12 | Program Pembinaan Hukum Nasional BPHN
PR
SE}‘ Terwujudnya Pembinaan Hukum
Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi . . . ;
hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan nglah rekomendasi _hasn analisis dan evaluasi hukum yang
1 eavsunaARdak e bbart s Ak dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen
Easi{)nal P g pembangunan hukum nasional
Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program | Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program
o Penyusunan PP. Program Penyusunan Pepres Penyusunan PP. Program Penyusunan Pepres yang sesuai
yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Nasional Nasional
3 Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi
informasi hukum yang terintegrasi hukum yang terintegrasi
4 Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh
seluruh wilayah wilayah
5 Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang
memperoleh Bantuan Hukum memperoleh Bantuan Hukum
1610 | Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Terintegrasinya anggota jaringan secara online dan
SK 1 terkelolanya data hukum yang terintegrasi dalam sistem
jaringan informasi hukum nasiona
Jumlah anggota Jaringan Hukum yang terintegrasi J ; . ;
: ? ; - umlah anggota Jaringan Hukum yang terintegrasi secara
1 | ecam onlm_e dalam Sistem Jaringan Informasi online dalam Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional
Hukum Nasional
Jumlah Data Hukum Yang Dikelola dan Terintegrasi ; ; :
- : c Jumlah Data Hukum Yang Dikelola dan Terintegrasi Dalam
2 ,E’f'a.”‘ Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional
asional
1611 | Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
SK 2 Tersusunnya rekomendasi analisis dan evaluasi hukum
dan dokumen pembangunan hukum nasional
Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan : ; - )
1 | Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan JHTJTL?:: gg;;g?ggf:ﬁ?zg?:f;rigé?;::i's darr:Evaluas:
Pembangunan 9 ! angunarn
9 Jumlah Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut Jumlah Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut hasil
hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum
1612 Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan
Pelaksanaan Bantuan Hukum
Meningkatnya kualitas desa sadar hukum. penyuluhan
SK 3 | dan penyuluh hukum serta pelaksanaan bantuan hukum
untuk orang/kelompok masyarakat miskin
1 Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk di
terbentuk di setiap wilayah setiap wilayah
2 | Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan
3 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan
Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah Hukum di Seluruh Kantor Wilayah
4 | Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk




SASARAN PENANGGUNG
NO. STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR A S RERHITUNG AN JAWAB
5 Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang
yang terbentuk terbentuk
6 Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang
memperoleh bantuan hukum memperoleh bantuan hukum
1613 | Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
Tersusunnya dokumen perencanaan pembentukan
SK 4 | peraturan perundang-undangan. naskah akademik dan
penyelarasan naskah akademik
Jumlah Dokumen Program legislasi dan Jumlah Dokumen Program legislasi dan terlaksananya
1 | terlaksananya fasilitas program legislasi fasilitas program legislasi daerah/program pembentukan
daerah/program pembentukan peraturan daerah peraturan daerah
2 | Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan
3 | Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
1614 :
Lainnya BPHN
SK5 Terdukungnya Layanan Program Pembinaan Hukum
Nasional
1 Jumlah dokumen rencana program dan anggaran Jumlah dokumen rencana program dan anggaran yang
yang akuntabel dan tepat waktu akuntabel dan tepat waktu
2 Jumiah layanan keuangan yang akuntabel dan Jumlah layanan keuangan yang akuntabel dan transparan
transparan
3 | Jumlah layanan data dan informasi BPHN Jumlah layanan data dan informasi BPHN
4 | Jumlah layanan reformasi birokrasi BPHN dan SPIP | Jumlah layanan reformasi birokrasi BPHN dan SPIP
Jumlah layanan pembinaan dan pengembangan Jumlah layanan pembinaan dan pengembangan aparatur
5 | aparatur BPHN dengan didukung administrasi yang | BPHN dengan didukung administrasi yang akuntabel dan
akuntabel dan tepat waktu tepat waktu
Jumlah layanan pembangunan citra positif BPHN Jumlah layanan pembangunan citra positif BPHN
6 | administrasi kerjasama dan terselenggaranya administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem
sistem penatausahaan dan kearsipan BPHN penatausahaan dan kearsipan BPHN
7 Jumlah layanan pengelolaan BMN yang akuntabel Jumlah layanan pengelolaan BMN yang akuntabel dan
dan transparan transparan
8 Jumlah layanan dukungan sarana dan Jumlah layanan dukungan sarana dan
prasarana/gedung/bangunan prasarana/gedung/bangunan
Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan . .
9 perkantoran Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran
5256 | Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
SK 6 | Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah
1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang
yang memperoleh bantuan hukum litigasi memperoleh bantuan hukum litigasi
2 Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau
atau Kelompok masyarakat miskin Kelompok masyarakat miskin
3 jms@;x MERWEGER PolaksanEEm Danuan Nk Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah
4 | Jumliah penyuluhan hukum di daerah Jumlah penyuluhan hukum di daerah
5 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk | Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum
hukum daerah daerah
6 jgr[ﬁilh L Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN
P04 ' Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian | Balitbang Hukum
Hukum dan HAM dan HAM
SP04- | Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum
01 dan Hak Asasi Manusia berbasis riset
Persentase rekomendasi hasil penelitian dan Y rekomendasi yang dimanfaatkan e
1 pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan Erekame"dusi yang dihasilkan x100%
perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
1619 | Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan
SK 1 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung

Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Presentase Peningkatan Layanan Dukungan

I pegawai yang mendapat layanan dukungan manajemen x 100%

1 | Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan .
Hukum dan Hak Asasi Manusia i i
2 Persentase Perencanaan yang Tepat Sasaran dan

Peningkatan Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi




NO

SASARAN

STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR

FORMULUASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB

2 capafan kinerja fahun sekarang (n) - Z capaian kinerja tahun sebelumnya (n-1) x100%
Z capaian kinerja tahun sebelumnya (n-1)

5248

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM di Wilayah

SK 2

Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan
penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi
manusia

1

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah
sebagai bahan penelitian dan pengembangan
hukum dan hak asasi manusia

Zrekomendasi yang dimanfaatkan
5 rekemendasi yang dihasilkan

x100%

SK 3

So

sialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi

manusia di wilayah

1

Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak
asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak
asasi manusia yang disosialisasikan

5854

Penelitian dan Pengembangan Hukum

SK 4

Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hukum dalam penyusunan perumusan
kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Persentase rekomendasi hasil litbang pusat
penelitian dan pengembangan hukum yang
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai
bahan pembentukan hukum nasional dan
perumusan kebijakan

Y rekomendasi yang dimanfaatkan
zrekomend’m‘i yang dihasilkan

x100%

5855

Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

SK5

Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan
pengembangan hak asasi manusia dalam penyusunan
perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Persentase rekomendasi hasil litbang pusat
penelitian dan pengembangan hak asasi manusia
yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
sebagai bahan pembentukan hukum nasional dan
perumusan kebijakan

X rekomendasiyang dimanfaatkan
5 rekomendasi yang dihasilkan

x100%

5856

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

SK 6

Termanfaatkannya rekomendasi hasil pengkajian dan
pengembangan hukum dan hak asasi manusia dalam
penyusunan perumusan kebijakan teknis Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan
pengembangan pusat pengkajian dan
pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh
pemangku kepentingan dalam pengambilan
kebijakan Teknis Subtansi dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.

T rekomendasi yang dimanfaatkan
¥
El‘ekam:ndm‘iymlg dihasilkan

x100%

5857

Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum
dan Hak Asasi Manusia

SK7

Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data
penelitian hukum dan hak asasi manusia dalam
penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan
pengembangan pusat pengkajian dan
pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh
pemangku kepentingan dalam pengambilan
kebijakan Teknis Subtansi dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.

Y rekomendasi yang dimanfaatkan
Ej'ekomendasi yang dihasilkan

x100%

SK 8

Pu

blikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum

dan hak asasi manusia

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum
dan hak asasi manusia yang dipublikasikan dalam
jurnal

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak
asasi manusia yang dipublikasikan dalam jurnal

SK9

Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian
hukum dan hak asasi manusia

1

Jumlah layanan teknologi dan sistem informasi
penelitian hukum dan hak asasi manusia

Jumlah layanan teknologi dan sistem informasi penelitian
hukum dan hak asasi manusia

P06

Program Pembentukan Hukum

Ditjen Peraturan
Perundang-
Undangan

SP06-
01

Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang
berkualitas

Persentase (%) rancangan peraturan perundang-

Jumlah penyusunan RPUU dibagi dengan target

1 | undangan yang diselesaikan sesuai dengan foalis .
perencanaan penyusunan RPUU dikalikan 100 %

2 Jumlah tenaga perancang peraturan perundang- Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang
undangan yang mendapatkan pembinaan mendapatkan pembinaan
Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang- ; ; g i

3 | undangan yang diselesaikan sesuai dengan jumlah penyelesaian harmonisasi Peraturan Perundang-

permohonan

undangan dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100 %




SASARAN PENANGGUNG
NO STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR N HRERHITLNCAN JAWAB
1598 Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan
Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan
SK 1 | Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi
Jumlah fasilitasi perancangan peraturan daerah T difasilitasi t
1 | yang diselenggarakan pada kantor wilayah d h ey driasiitast peancangan peratirar
Kemenkumham ek
Jumlah tersusunnya kebijakan teknis fasilitasi - : G o
2 | perancangan perda dan pembinaan perancang Jtérrglglii;:ert‘)uakan teknis fas|t||ta3| perancangan perda dan
peraturan perundang-undangan p altperaiicahg poie
3 Jumlah perancang peraturan perundang-undangan | Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang
yang mendapatkan pembinaan mendapatkan pembinaan
4 Jumlah dokumen tentang data dan informasi Jumlah dokumen tentang data dan informasi perancang
perancang peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan
1600 | Litigasi Peraturan Perundang-Undangan
Keterangan Presiden di persidangan Mahkamah
SK 2 Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung
dan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-
undangan melalui mediasi
Persentase (%) tersusunnya Keterangn Presiden di I em—————
% | ankamalhonsttusl dan.Jawaken: Femroln:al {(ermohon dibagi gen zn ae?n?oh‘:)rnan ginkal?l?ajna‘zlvgoa"/n
Mahkamah Agung grdenganp o
2 Persentase (%) terlaksananya pendampingan jumlah pendampingan persidangan di MK dibagi dengan
persidangan di Mahkamah Konstitusi permohonan pendampingan dikalikan 100 %
SK 3 Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-
undangan melalui mediasi
s jumlah penyelesaian Peraturan Perundang-undangan
Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan u o5 o T :
1 Perundang-undangan melalui mediasi n]ela.im jalur noon litigasi dibagi dengan jumlah permohonan
; dikalikan 100 %
1601 | Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
SK 4 | Rancangan Peraturan perundang-undangan
1 Jumlah rancangan undang-undang yang disusun jumlah RUU yang selesai disusun dalam satu tahun
sesuai dengan perencanaan anggaran
2 Jumlah rancangan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah RUU prakarsa Kemenkumham yang dibahas di DPR
yang dibahas di DPR dalam satu tahun anggaran
3 | Jumlah RUU KUHP/KUHAP yang dibahas di DPR jumlah RUU KUHP/KUHAP yang dibahas di DPR RI
4 Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah yang jumlah RPP yang selesai disusun dalam satu tahun
disusun sesuai dengan perencanaan anggaran
5 Jumlah konsepsi rancangan peraturan perundang- jumlah konsepsi RPUU yang selesai disusun
undangan
6 Jumlah Rancangan Peraturan Presiden yang jumlah Rpepres yang selesai disusun dalam satu tahun
disusun sesuai dengan perencanaan anggaran
Jumlah rancangan peraturan menteri hukum dan ; .
7 | HAM yang diselaraskan sesuai dengan jumlah Rpermen yang selesai penyelarasan dalam satu
tahun anggaran
perencanaan
1602 Pengundangan. Penerjemahan dan Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan yang diundangkan.
SK 5 | diterjemahkan dan dipublikasikan sesuai dengan
permohonan
Jumlah peraturan perundang-undangan yang diundangkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
1 Persentase (%) peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara
yang diundangkan sesuai dengan pengajuan Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia dibagi dengan permohonan pengundangan
dikalikan 100%
Jumlah peraturan perundang-undangan yang
9 dipublikasikan. didokumentasikan sesuai dengan R e T,
yang diundangkan dan jurnal legislasi nasional yang ) 9 yang
diterbitkan
Jumlah peraturan perundang-undangan dan J ¢ it
; : : £ umlah peraturan perundang-undangan yang disajikan
3 |nform'aS| hUkl:llTl yang dapat diakses melalui web dalam website resmine Ditjen PP
sesuai yang diundangkan
a Jumlah peraturan perundang-undangan yang Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan
diterjemahkan sesuai dengan permohonan sesuai dengan permohonan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
1603 = o
Lainnya Ditjen PP
Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang
SK 6 | tugas fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan
1 | Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon | Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon |

Jumlah layanan internal (overhead)

Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon |




NO

SASARAN
STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR

FORMULUASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG
JAWAB

3 | Jumlah bulan layanan perkantoran

Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon |

5250

Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di
Wilayah

SK7

Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

1 Jumlah rancangan peraturan daerah yang
terfasilitasi

Jumlah rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan
harmonisasi PUU

SK 8

Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan
perundang-undangan

1 Jumlah perancang peraturan perundang-undangan
di daerah yang mendapatkan pembinaan

Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang
mendapatkan pembinaan

5851

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Polhukamkesra

SK9

Meningkatnya kualitas Harmonisasi Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra

Persentase (%) terselesaikannya rancangan

1 peraturan perundang-undangan bidang
polhukamkesra yang harmonis sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang
polhukamkesra dibagi permohonan harmonisasi dikalikan
100 %

5852

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Perekonomian

SK 10

Meningkatnya kualitas Harmonisasi Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian

Persentase (%) terselesaikannya rancangan
1 peraturan perundang-undangan bidang
perekonomian yang harmonis sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah.
cepat. dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat
1 | terhadap Pelayanan publik di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM

Jumlah penyelesaian harmonisasi RPUU bidang
perekonomian dibagi permohonan harmonisasi dikalikan 100
%

Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM

2 | Jumlah Desa sadar hukum yang terbentuk

Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh
wilayah

Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal
3 | balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai
negara penerima maupun negara pemohon

Jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah
pidana yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan
bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang masuk
ditambah jumlah permintaan ekstradisi yang ditindaklanjuti
dibagi jumlah permintaan ekstradisi yang masuk dikali
100%

P07 | Program Administrasi Hukum Umum Ditjen AHU
SPO07- | Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi
01 Hukum Umum yang berkepastian hukum
; o ; Jumlah layanan administrasi hukum umum yang
1 Eﬁﬁ ?tj\;igengﬁlesiﬁg Iiizginhﬂﬁum;mas' diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan
yang P administrasi hukum umum yang masuk dikali 100%
1573 | Administrasi Hukum Perdata
SK 1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi
hukum perdata yang berkepastian hukum
Persentase penyelesaian layanan di bidang Jumlah layanan di bidang administrasi hukum perdata yang
administrasi hukum pidana yang berkepastian diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan layanan
hukum yang masuk pada Direktorat Perdata dikali 100%
1574 | Administrasi'Hukum Pidana
SK 4 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi
hukum pidana yang berkepastian hukum
Persentase penyelesaian layanan di bidang Jumlah layanan di bidang administrasi hukum pidana yang
administrasi hukum pidana yang berkepastian diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan yang masuk
hukum pada Direktorat Pidana dikali 100%
1575 | Administrasi Hukum Tata Negara
SK 6 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi
hukum tata negara yang berkepastian hukum
Persentase penyelesaian layanan di bidang Jumlah layanan di bidang administrasi hukum tata negara
administrasi hukum tata negara yang berkepastian yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan yang
hukum _ masuk pada Direktorat Tata Negara dikali 100%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
1576 =
Ditien AHU
SK 9 Terwujudnya Sekretariat Ditien Administrasi Hukum

Umum yang responsif. efektif dan efisien

1 | Indeks RB Ditjen AHU

Hasil Penilaian terhadap Penerapan Reformasi Birokrasi
Ditien AHU

2 | Nilai SAKIP Ditjen AHU "Baik

Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja pada Ditjien AHU
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